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Abstract

This research aims to evaluate the concept and spatial pattern of regional
expansion in Lahat District. The method in this research is deductive method and
rationalistic approach. It adopts several techniques/guidelines from the existing regulations
in order to consider comprehensively the spatial pattern in Lahat District.

The research uses three major criteria, which are: physic/environment, economic
and social in order to formulate spatial pattern of regional expansion. The analysis of of
spatial pattern based on the physical/environmental criteria produces two regions of
expansion, i.e. region I (9 sub-districts), and region II (10 sub-districts); the analysis on
spatial analysis based on the economic criteria produces 2 regions, i.e. region I (8 sub-
districts) and region II (11 sub-districts); the analysis on spatial pattern based on the social
criteria produces 3 regions, i.e., region I (6 sub-districts), region Il (6 sub-districts), and
region Il (7 sub-districts); the analysis on the combination of three criteria
(physical/environmental, economic, and social criteria) in the overlay produces 2 regions,
i.e., region I (8 sub-districts) and region II (11 districts); the analysis on comparison based
on the analysis of spatial pattern which regards the physical/environment, economic and
social criteria indicates that the policy has more weaknesses than the research result.

Keywords: regional expansion, spatial pattern, policy analysis, Lahat Distric.

PENDAHULUAN

Sejak kebijakan otonomi daerah di
Indonesia dicanangkan banyak daerah-
daerah yang cenderung untuk melaksanakan

Pada tahun 2000 pemerintah mener-
bitkan Peraturan Pemerintah Nomor 129
Tahun 2000 tentang pengaturan Persyaratan
Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,

pemekaran wilayah. Peluang secara normatif
untuk melakukan pemekaran wilayah atau
pembentukan suatu daerah baru dapat di-
laksanakan sepanjang mengikuti prosedur
dan mekanisme yang berlaku. Dalam rangka
memberikan payung hukum terhadap ke-
bijakan pemekaran wilayah, maka pemerin-
tah mengeluarkan beberapa peraturan seba-
gai penjabaran atas Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Pembentukan suatu daerah otonomi baru
dimungkinkan jika memenuhi syarat-syarat
kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial
budaya, sosial politik, jumlah penduduk,
luas daerah, dan pertimbangan lain yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi
daerah.

Dalam rangka pemekaran wilayah
tentunya perlu mempertimbangkan beberapa
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aspek seperti fungsi wilayah, kriteria
fisik/lingkungan, ekonomi, dan sosial. Per-
timbangan pemekaran wilayah tersebut un-
tuk menghindari agar tidak terjadi disparitas
pada wilayah yang dimekarkan maupun
wilayah hasil pemekaran. Adapun manfaat
dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Pertimbangan fungsi wilayah digunakan
untuk mengetahui tingkat keseimbangan
antara pusat-pusat pelayanan yang ada
dan distribusi penduduk di dalam
masing-masing kecamatan pada wilayah
administrasi suatu Kabupaten/Kota.

2. Pertimbangan kriteria fisik/lingkungan
diperlukan untuk menilai potensi lahan
dan ketersediaan sumber daya lahan
dalam kaitannya terhadap pembagian
wilayah pemekaran yang bertujuan agar
masing-masing wilayah hasil pemekar-
an dapat tumbuh dan berkembang.

3. Pertimbangan kriteria ekonomi diperlu-
kan untuk mengetahui potansi ekonomi
masing-masing wilayah pemekaran.
Wilayah induk maupun wilayah-
wilayah hasil pemekaran diharapkan
mampu berperan sebagai pusat peng-
gerak pertumbuhan ekonomi bagi
daerah sekitarnya, guna meningkatkan
kegiatan ekonomi baru, dan pendapatan

yang lebih baik bagi masyarakat untuk
memperbaiki kesejahteraannya.

4. Pertimbangan kriteria sosial diperlukan
untuk mengetahui rentang kendali antar
kecamatan, interaksi, dan aktivitas
masyarakat. Bertujuan agar kecamatan
yang jauh dari jangkauan fasilitas pe-
layanan dan pusat pemerintahan dapat

diatasi dengan adanya wilayah ad-
ministratif baru.
Kebijakan pemerintah Kabupaten

Lahat tentang pemekaran wilayah berawal
dari aspirasi masyarakat yang difasilitasi
oleh pengurus Forum Perjuangan Masya-
rakat Lintang Empat Lawang. Keanggotaan
forum tersebut terdiri dari Lembaga
Swadaya Masyarakat, tokoh adat, pemuka
masyarakat, tokoh agama. Kemudian untuk
melancarkan proses pemekaran dibentuk
forum dengan nama Forum Pemekaran
Masyarakat Lintang Empat Lawang (FPM L
IV L), forum bersepakat mengajukan pem-
bentukan kabupaten baru yaitu dengan nama
Kabupaten Empat Lawang kepada Pe-
merintah Kabupaten Lahat, dan disambut
baik oleh pemerintah serta seluruh lapisan
masyarakat baik yang tergabung dalam
wilayah pemekaran maupun masyarakat
Kabupaten Lahat. Untuk lebih jelas pem-
bagian wilayah pemeckaran dapat dilihat
pada gambar di bawabh ini:
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Gambar 1: Peta Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Lahat

Berdasarkan fenomena kebijakan
pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat,
maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan kebijakan
pemekaran wilayah dan faktor-faktor
yang mendasari pemekaran wilayah di
Kabupaten Lahat.

2. Menjelaskan pola spasial berdasarkan
kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan
sosial.

3. Membandingkan kelebihan dan ke-
kurangan antara kebijakan pemekaran
wilayah Kabupaten Lahat dengan pola
spasial atas dasar kriteria fisik/ling-
kungan, ekonomi dan sosial.

KERANGKA TEORI
Pengertian Wilayah

Menurut  Undang-Undang  Tata
Ruang Nomor 24 Tahun 1992, wilayah
adalah ruang kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait padanya yang batas

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional.

Menurut Glasson (1974) dalam Tarigan

(2005) bahwa wilayah dapat dibedakan ber-

dasarkan cara pandang terkait dengan

kondisinya atau berdasarkan fungsinya,
yaitu:

1. Wilayah Subjektif, yakni wilayah me-
rupakan alat untuk mengindentifikasi-
kan suatu lokasi yang berdasarkan krite-
ria tertentu atau tujuan tertentu,

2. Wilayah Objektif, maksudnya wilayah
itu benar-benar ada dan dapat dibedakan
dari ciri-ciri/gejala alam di setiap
wilayah.

Blair (1991) dalam Nugroho, dkk,
(2003) menyebutkan bahwa dalam meng-
analisis wilayah dikenal tiga tipe, yaitu:

1. Wilayah fungsional, adanya saling
berinteraksi antar komponen-komponen

263



Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 3, Desember 2006 Hal: 261-277

didalam dan diluar wilayahnya, wujud
wilayah sering dinamakan wilayah
nodal yang didasari susunan (sistem)
yang berhirarki dari suatu hubungan di
antara simpul-simpul perdagangan,

2. Wilayah homogen maksudnya adanya
relatif kemiripan relatif dalam wilayah,

3. Wilayah  administrasif = maksudnya
wilayah ini dibentuk untuk kepentingan
wilayah pengelolaan atau organisasi
oleh pemerintah maupun pihak-pihak
lain.

Sementara itu, tujuan wilayah (re-
gion) menurut Sihotang (1997) regional-
isme, adalah sebagai suatu usaha untuk me-
nentukan batas-batas daerah yang biasanya
lebih besar daripada daerah struktur peme-
rintahan lokal, dengan maksud lebih meng-
efektifkan dan mengefisienkan pemerintah
dan perencanaan lokal dan nasional.

Konsep Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah dimaksudkan
untuk memperkecil kesenjangan pertumbuh-
an dan ketimpangan antar wilayah. Dalam
konteks nasional adanya kesenjangan pem-
bangunan antara wilayah menyebabkan
tidak tercapainya tujuan pembangunan
nasional secara keseluruhan. Menurut Poer-
nomosidi  (1979), bahwa pengembangan
wilayah dimungkinkan karena adanya modal
yang bertumpu pada pengembangan sum-
berdaya manusia dan sumber daya alam,
berlangsung secara kontinyu schingga
menimbulkan arus barang. Arus barang
sebagai salah satu gejala ekonomi merupa-
kan wujud fisik perdagangan antar daerah,
antar pulau dan antar negara.

Dalam  konteks  pengembangan
wilayah, pendekatan berdasarkan konsep
ekonomi paling banyak digunakan baik
secara ekonomis maupun praktis. Tujuan
dari konsep ini adalah pembangunan pada
sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi ter-
tentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan
ke seluruh wilayah. Parr (1999) menyebut-

kan ada beberapa konsep pengembangan

wilayah, yaitu:

1. Membangkitkan kembali daerah ter-
belakang (depressed area), sebagai
daerah yang memiliki karakteristik
tingginya tingkat pengangguran, pen-
dapatan perkapita rendah, rendahnya
tingkat kesejahteraan penduduk, dan
rendahnya tingkat pelayanan fasilitas
dan utilitas yang ada.

2. Mendorong dekonsentrasi wilayah, kon-
sep ini untuk menekan tingkat konsen-
trasi wilayah dan bertujuan untuk mem-
bentuk struktur ruang yang tepat, ter-
utama pada beberapa bagian dari
wilayah non-metropolitan yang berarti
untuk menekan perannya terlalu besar.

3. Memodifikasi sistem kota-kota, meru-
pakan sebagai pengontrol urbanisasi
menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu
dengan adanya pengaturan sistem per-
kotaan telah memiliki hirarki yang ter-
struktur dengan baik dan diharapkan
akan dapat mengurangi migrasi pen-
duduk ke kota besar.

4. Pencapaian terhadap keseimbangan
wilayah, hal ini muncul dikarenakan
akibat kurang memuaskannya struktur
ekonomi inter-regional yang biasanya
dengan mempertimbangkan tingkat
kesejahteraan, serta yang berhubungan
dengan belum dimanfaatkannya sumber
daya alam pada beberapa daerah.

Konsep Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah kabupaten men-
jadi beberapa wilayah kabupaten baru pada
dasarnya merupakan upaya meningkatkan
kualitas dan intensitas pelayanan pada
masyarakat. Dari segi pengembangan
wilayah, calon kabupaten baru yang akan
dibentuk perlu memiliki basis sumber daya
hans seimbang antara satu dengan yang
lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak
muncul terjadi disparitas yang mencolok
pada masa datang. Selanjutnya dalam suatu
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usaha pemekaran wilayah akan diciptakan
ruang publik baru yang merupakan kebutuh-
an kolektif semua warga wilayah baru.
Ruang publik baru akan mempengaruhi ak-
tivitas orang atau masyarakat ada merasa
diuntungkan dan sebaliknya dalam mem-
peroleh pelayanan dari pusat pemerintah
baru disebabkan jarak pergerakan berubah.
(P4N, UGM, 1997).

Pemekaran wilayah pada prinsipnya
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dengan meningkatkan serta
mempercepatan  pelayanan,  kehidupan
demokrasi, perekonomian daerah, penge-
lolaan potensi daerah, keamanan dan keter-
tiban, dan hubungan yang serasi antar
daerah dan pusat. Pada hakekat tujuan pe-
mekaran wilayah sebagai upaya peningkatan
sumberdaya secara berkelanjutan, mening-
katkan keserasian perkembangan antar
wilayah dan antar sektor, memperkuat inte-
grasi nasional yang secara keseluruhan dapat
meningkatkan kualitas hidup (PP No. 129
Tahun 2000). Sedangkan menurut Kirk, W.
dalam Bintarto, dkk (1979) mengemukakan
bahwa secara garis besar struktur ling-
kungan geografi dan berbagai aspek
geografi lingkungan, dibagi menjadi dua
yakni lingkungan fisikal dan lingkungan
non-fisikal.

Kriteria dan Syarat-Syarat Pemekaran
Wilayah

Menurut Undang-Undang Nomor 32
tahun 2004, pada pasal 4 ayat (3) disebutkan
bahwa pembentukan daerah dapat berupa
penggabungan beberapa daerah atau bagian
daerah yang bersandingan atau pemekaran
dari satu daerah menjadi dua daerah atau
lebih dan ayat (4) yaitu Pemekaran dari satu
daerah menjadi dua daerah atau lebih dapat
dilakukan setelah mencapai batas minimal
usia penyelenggaraan pemerintah. Selanjut-
nya pada pasal 5 ayat (1) Pembentukan

daerah sebagaiman dimaksud harus me-
menuhi syarat administratif, teknis, dan fisik
kewilayahan. Maksud dari syarat adminis-
tratif ada persetujuan dari DPRD masing-
masing daerah serta rekomendasi Menteri
dalam Negeri, syarat teknis maksudnya
meliputi  faktor kemampuan ekonomi,
potensi daerah, sosial budaya, sosial politik,
kependudukan, luas daerah, pertahanan,
keamanan, dan faktor lain yang memung-
kinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Syarat fisik paling sedikit 5 (lima) kabu-
paten/kota untuk pembentukan propinsi dan
paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk
pembentukan kabupaten, dan 4 (empat)
kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi
calon ibukota, sarana, dan prasarana
pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 129
Tahun 2000, pada BAB III menuangkan
syarat-syarat pembentukan, dari pasal 3
sampai dengan pasal 12 dan BAB IV me-
nuangkan kriteria pemekaran, penghapusan,
dan penggabungan daerah pada pasal 13.
Pengukuran  kriteria-kriteria ~ pemekaran
wilayah tersebut dapat dilakukan dengan
cara: (a) kemampuan ekonomi, maksudnya
cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian
yang berlangsung di suatu daerah propinsi
atau kabupaten/kota, (b) potensi daerah,
maksudnya tersedianya sumber daya yang
dapat dimanfaatkan dan memberikan sum-
bangan terhadap pemerintahan daerah dan
kesejahteraan masyarakat, (c) sosial budaya,
maksudnya yang berkaitan dengan struktur
sosial dan pola budaya masyarakat, serta
kondisi sosial budaya masyarakat, (d) sosial
politik, maksudnya kondisi sosial politik
masyarakat, (¢) jumlah penduduk, maksud-
nya jumlah tertentu penduduk suatu daerah,
(f) luas daerah, maksudnya luas tertentu
suatu daerah, (g) pertimbangan lain, mak-
sudnya pertimbangan untuk terselenggara-
nya otonomi daerah (Tabel 1).
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Tabel 1: Syarat (Kriteria) Pembentukan/Pemekaran Wilayah

No Syarat/Kriteria

Indikator

1 Kemampuan ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Penerimaan Daerah sendiri

2. Potensi daerah

©ooNORE WD

Lembaga Keuangan

Sarana dan prasarana ekonomi
Sarana pendidikan

Sarana sekolah

Sarana transportasi dan komunikasi
Sarana pariwisata

Ketenagakerjaan terhadap penduduk

10. Tempat/ kegiatan institusi sosial

3. Sosial budaya 11. Tempat/ kegiatan institusi sosial

12. Sarana olahraga

4. Sosial politik

13. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik
14. Organisasi kemasyarakatan

5. Jumlah penduduk 15, Jumlah penduduk

6. Luas daerah 16. Luas daerah

17. Keamanan dan ketertiban

7. Lain-lain 18. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan

19.  Rentang kendali

Sumber: PP 129 Tahun 2000

METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
deduktif dengan pendekatan rasionalistik.
Berbagai teknik/pedoman dari peraturan-
peraturan yang ada digunakan dengan mem-
pertimbangkan pola spasial Kabupaten
Lahat secara komprehensif untuk me-
rumuskan berbagai alternatif pemekaran
wilayah; alternatif-alternatif tersebut ke-
mudian dibandingkan dengan dokumen ke-
bijakan pemekaran wilayah Kabupaten
Lahat untuk mengetahui aspek kelebihan/
kekurangannya.

Data dan Sumber Data
Data dan sumber data dalam peneliti-
an ini diklasifikasikan ke dalam dua bagian,
yaitu:
1. Data primer, yaitu data yang dikumpul-
kan langsung dari objek penelitian
seperti:

a. Wawancara langsung dengan pihak
pemerintah yang ada kaitannya
dengan pemekaran wilayah Kabu-
paten Lahat.

b. Hasil observasi lapangan, berupa
hasil pengamatan dari lapangan
yang berhubungan dengan topik
penelitian.

Data sekunder, yaitu data-data yang di-

peroleh dari dokumen-dokumen atau

literatur yang dipublikasikan diantara-
nya:

a. Peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan proses serta kriteria/syarat-
syarat pemakaran wilayah.

b. Data instansional terdiri dari Sekre-
tariat Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Lahat, Tata Pemerintah-
an Sekretariat Daerah Kabupaten
Lahat, Bappeda Kabupaten Lahat,
dan Badan Pusat Statistik Kabu-
paten Lahat.
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Alat Analisis
Analisis pola spasial berdasarkan kriteria
fisik/lingkungan

Menganalisis data fisik dasar dan
potensi fisik wilayah akan menggunakan
analisis keseimbangan luasan sumberdaya
alam, yaitu arahan fungsi pemanfaatan lahan
dan kemampuan lahan dengan cara melaku-
kan pengharkatan (penjumlahan) masing-
masing variabel bertujuan untuk menilai
potensi lahan masing-masing kecamatan.

Analisis pola spasial berdasarkan kriteria
ekonomi

Analisis Location Quotient (LQ)
digunakan untuk mengetahui potensial atau
tidak potensial wilayah masing-masing
kecamatan dengan membandingkan setiap
unit pengamatan terhadap pembanding
wilayah atau sektor yang lebih luas. Analisis
digunakan untuk menilai potensi ekonomi
wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat,
dengan menggunakan perhitungan Location

Quotient (LQ).
_ Vl' /I/l

L
© v, 1V;

Keterangan:

v; = pendapatan dari sektor di suatu daerah

v, = pendapatan total daerah tersebut

Vi= pendapatan dari sektor sejenis secara
regional/nasional

Vt= pendapatan regional/nasional

Perhitungan Indeks Williamson (IW)
digunakan untuk mengukur ketimpangan
ekonomi regional antar daerah. Perhitungan
IW ini mengunakan PDRB Per Kapita
Kabupaten Lahat menurut kecamatan atas
dasar harga konstan tahun 1993 pada kurun
waktu 2001 — 2004. Didasarkan atas harga
konstan, maksudnya adalah nilai barang dan
jasa yang dihasilkan dinilai atas harga tahun
dasar sehingga menunjukkan nilai riil karena
telah menghilangkan faktor inflasi. Rumus

untuk menghitung Indeks Williamson dalam
Muta’ali (2000), adalah sebagai berikut:

— \/ 3(Yi- Y; 2 x(ni/N)

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

Yi = pendapatan per kapita kecamatan
Y pendapatan per kapita kabupaten
ni = penduduk kecamatan

N jumlah penduduk kabupaten

Analisis pola spasial berdasarkan kriteria
sosial

Rentang kendali dan waktu antar
wilayah masing-masing pusat ibu kota
kecamatan dikaji dan dianalisis dengan
menggunakan analisis:
untuk konversi jarak ke waktu, yaitu Jpr: Mt
(km/menit).
Jpr adalah daya jangkauan pelayanan riil
dan Mt adalah limit waktu maksimum,
Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan
sesuai dari tujuan pemekaran wilayah dan
sebagai tolok ukur mempunyai keterkaitan
dengan jumlah penduduk, jangkauan
pelayanan, dan aktivitas masyarakat masing-
masing kecamatan.

Analisis tumpang susun peta (overlay)

Analisa peta merupakan alat analisis
utama dalam penelitian ini, karena diguna-
kan untuk mengetahui pola spasial Kabu-
paten Lahat sebagai variabel penelitian dan
mengetahui  hubungan antar  variabel.
Analisa peta dengan cara melakukan tum-
pang susun (overlay), interpretasi peta, dan
juga menggunakan gambar/tabel/matriks
untuk menganalisis interaksi wilayah.

PEMBAHASAN
Kriteria Fisik/lingkungan

Peta arahan fungsi pemanfaatan lahan
dan peta kemampuan lahan di-overlay, maka
menghasilkan peta prioritas pemekaran
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wilayah Kabupaten Lahat selanjutnya peta
tersebut di-overlay-kan lagi dengan peta
administrasi  Kabupaten Lahat. Untuk
penentuan  kelas  prioritas  pemekaran
wilayah di Kabupaten Lahat dibagi menjadi
tiga kelas, terdiri dari kelas tinggi, sedang,
dan rendah. Lebih jelasnya dapat di lihat
pada tabel 2. Berdasarkan luas wilayah per
kecamatan dari 19 (sembilan belas) ke-

camatan di Kabupaten Lahat secara kese-
luruhan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.
Sedangkan hasil analisis pola spasial ber-
dasarkan kriteria fisik/lingkungan pem-
bagian wilayah pemekaran di Kabupaten
Lahat dengan memperhatikan dan memper-
timbangkan antarklaster wilayah kecamatan
menghasilkan dua wilayah pemekaran se-
bagaimana terlihat pada tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 2: Hubungan Antar Variabel Penentu Arah Pemekaran Suatu Wilayah

Kemampuan Lahan
Arahan Fungsi Baik Sekali Baik Agak Baik Sedang
pemanfaatan Lahan
Hutan Lindung Rendah Rendah Rendah Rendah
Kawasan Penyangga Sedang Sedang Sedang Sedang
Kawasan Tanaman Tahunan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Kawasan Tanaman Musiman / Permukiman Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Sumber: Hasil Pengelolaan

Tabel 3: Pembagian Luas Wilayah Kabupaten Lahat Berdasarkan Kriteria Fisik/Lingkungan

LUAS MENURUT KELAS PRIORITAS
No. Kecamatan LUAS (Ha) (Ha)
RENDAH SEDANG TINGGI
1 Tanjung Sakti 500.59 285.39 215.20
2 Kota Agung 197.57 107.73 89.84
3 Mulak Ulu 22258 15.34 207.24
4 Pulau Pinang 357.18 151.03 206.15
5 Jarai 205.02 14.16 190.86
6 Pajar Bulan 201.34 87.94 113.40
7 Muara Pinang 193.72 47.21 48.28 98.23
8 Lintang Kanan 264.55 178.52 86.03
9 Pendopo 288.06 62.27 31.32 194.47
10 Ulu Musi 560.38 190.59 369.79
11 Pasemah Air.K 217.9 153.80 64.10
12 Tebing Tinggi 590.93 24.74 95.52 470.67
13 Talang Padang 140.9 5413 1.32 85.64
14 Kikim Barat 312.3 75.25 6.97 230.08
15 Kikim Timur 497.75 69.47 428.28
16 Kikim Selatan 118 9.50 108.50
17 Kikim Tengah 299.8 299.80
18 Lahat 757.37 263.23 6.37 487.77
19 Merapi 693.33 131.44 105.17 456.72

Sumber: Hasil Analisis
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Tabel 4: Pembagian Luas Wilayah Pemekaran Kabupaten Lahat
Berdasarkan Kriteria Fisik/Lingkungan Untuk Wilayah I

LUAS MENURUT KELAS PRIORITAS KETERANGAN
No. Kecamatan LlI:lI,:)S (Ha) PSV“IIILB :YCXQN
( RENDAH SEDANG TINGGI PEMEKARAN
1 Kota Agung 197 57 107,73 89,84 |
2 Mulak Ulu 222,58 15,34 207,24 |
3 | Pulau Pinang 357,18 151,03 206,15 [
4 Kikim Barat 312,3 75,25 6,97 230,08 |
5 Kikim Timur 497,75 69,47 428,28 |
6 Kikim Selatan 118 9,5 108,5 |
7 Kikim Tengah 299,8 299,8 |
8 Lahat 757,37 263,23 6,37 487,77 |
9 Merapi 693,33 131,44 105,17 456,72 |
Jumlah Luas 3455,88 753,52 187,98 2514,38

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 5: Pembagian Luas Wilayah Pemekaran Kabupaten Lahat
Berdasarkan Kriteria Fisik/Lingkungan Untuk Wilayah II

LUAS MENURUT KELAS PRIORITAS KETERANGAN
No. Kecamatan Ll:l.:)s (Ha) Psv“ﬂ_B :Y(ﬂle
( RENDAH SEDANG TINGGI PEMEKARAN
1 Tanjung Sakti 500,59 285,39 2152 I
2 Jarai 205,02 14,16 190,86 I
3 Pajar Bulan 201,34 87,94 1134 I
4 Muara Pinang 193,72 47,21 48,28 98,23 I
5 Lintang Kanan 264,55 178,52 86,03 Il
6 Pendopo 288,06 62,27 31,32 194,47 I
7 Ulu Musi 560,38 190,59 369,79 I
8 Pasemah Air.K 217,9 153,8 64,1 I
9 Tebing Tinggi 590,93 24,74 95,52 470,67 I
10 | Talang Padang 140,9 54,13 1,32 85,64 I
Jumlah Luas 3163,39 1098,75 176,44 1888,39

Sumber: Hasil Analisis

Kriteria Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk
mengetahui kondisi kesejahteraan masyara-
kat di suatu daerah dalam suatu periode ter-
tentu adalah PDRB (Produk Domestik Re-
gional Bruto), baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan (Tarigan,
2004; Sugiana, 2001). Dari PDRB tersebut
dapat dianalisis potensi perekonomian suatu
wilayah.

Sementara itu, kesenjangan atau
ketimpangan ekonomi antarwilayah (daerah)
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dapat dianalisis dengan menggunakan me-
tode Indeks Williamson (IW). Untuk meng-
hitung indeks kesenjangan ekonomi antar
kecamatan di Kabupaten Lahat didasarkan
atas PDRB per kapita, atas dasar harga kon-
stan 1993, pada kurun waktu tahun 2001 —
2004. PDRB atas dasar harga konstan 1993
dijadikan variabel perhitungan karena
menunjukkan nilai riil, telah menghilangkan
faktor inflasi. Kriteria pengukuran kesen-
jangan ekonomi antar-daerah berdasarkan
metode IW adalah antara nol dan satu. Jika
nilai IW mendekati nol berarti terjadi
pemerataan antar daerah (kecamatan) di
Kabupaten Lahat. Hasilnya, jika nilai IW
mendekati satu menunjukkan bahwa terjadi
kesenjangan ekonomi antar kecamatan di
Kabupaten Lahat.

Berdasarkan hasil analisis wilayah
Kabupaten Lahat kriteria ekonomi, maka
pola spasial Kabupaten Lahat dapat dibagi
menjadi dua wilayah pemekaran, yaitu
wilayah I dengan 8 kecamatan dan wilayah
IT dengan 11 kecamatan. Cluster kecamatan
yang masuk dalam wilayah I dan II dapat
dilihat pada tabel 6.

Kriteria Sosial

Pembagian pemekaran wilayah Ka-
bupaten Lahat akan dianalisis berdasarkan
kriteria sosial karena pemekaran wilayah
merupakan salah satu penentu pembatas
yang dipakai sebagai dasar pertimbangan
berupa aktivitas pada masyarakat, diharap-
kan masyarakat memperoleh kemudahan-
kemudahan seperti pelayanan dan interaksi
keruangan pada wilayah yang baru. Pe-
mekaran wilayah dengan menggunakan
kriteria ini akan mempertimbangkan dan
memperhatikan keuntungan dan kerugian
yang mungkin timbul, terutama dalam kaitan
kemungkinan tidak sinkronnya antara batas-
batas tradisional dalam pengelolaan dan
alokasi sumberdaya yang ada.

Berdasarkan hasil analisis wilayah
Kabupaten Lahat kriteria sosial dengan
menggunakan variabel rentang kendali dan
waktu, maka pola spasial Kabupaten Lahat
dapat dibagi menjadi tiga wilayah pe-
mekaran kabupaten sebagaimana terlihat
pada tabel 7.

Tabel 6: Hasil Pembagian Wilayah Pemekaran Kab.Lahat Berdasarkan Kriteria Ekonomi

Wilayah | Wilayah Il
Kecamatan Kecamatan
1. Kikim Tengah 1. Tebing Tinggi
2. Kikim Selatan 2. Kikim Barat
3. Kikim Timur 3. Talang Padang
4. Pulau Pinang 4. Pasemah Air Keruh
5. Merapi 5. Ulu Musi
6. Mulak Ulu 6. Pendopo
7. Kota Agung 7. Muara Pinang
8. Lahat 8. lintang Kanan
9. Jarai

10. Pajar Bulan
11. Tanjung Sakti

Sumber: Hasil Analisis

270




Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat ... (Khairullah & Malik Cahyadin)

Tabel 7: Pembagian wilayah Pemekaran berdasarkan Kriteria Sosial

No Wilayah | Wilayah Il Wilayah Il
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
1 | Lahat Pendopo Pasemah Air Keruh
2 | Mulak Ulu Pajar Bulan Ulu Musi
3 | Kota Agung Jarai Talang Padang
4 | Pulau Pinang Tanjung Sakti Tebing Tinggi
5 Kikim Timur Muara Pinang Kikim Barat

6 Merapi Lintang Kanan Kikim Selatan
Kikim Tengah

Sumber: Hasil Analisis dan Pengamatan Lapangan

Pembagian Wilayah Pemekaran
Kabupaten Lahat

Pemekaran kabupaten menjadi be-
berapa wilayah kabupaten baru pada
dasarnya merupakan upaya untuk mening-
katkan kualitas dan intensitas layanan pada
masyarakat. Keseimbangan sumber daya
yang dimiliki oleh kabupaten baru perlu
dipertimbangkan, diupayakan agar pada
masa datang pemekaran wilayah tidak mun-
cul disparitas antarwilayah.

Pembagian wilayah pemekaran Ka-
bupaten Lahat dikaji dan dianalisis agar ti-
dak terjadi disparitas antar wilayah kabu-
paten induk dengan wilayah kabupaten baru,
berdasarkan analisis fungsi wilayah untuk

mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat pe-
layanan yang ada dalam suatu wilayah ke-
camatan di Kabupaten Lahat. Berdasarkan
kajian dan analisis kriteria fisik/lingkungan,
ekonomi dan sosial, hasil pembagian klaster
kecamatan tidak sama, maka dari analisis
masing-masing dilanjutkan dengan melaku-
kan overlay ke tiga peta hasil analisis, ber-
tujuan untuk menghasilkan wilayah pe-
mekaran Kabupaten Lahat. Proses akhir dari
pembagian wilayah pemekaran menghasil-
kan 2 (dua) wilayah pemekaran, yaitu
Wilayah I dan Wilayah II, untuk lebih jelas-
nya dapat di lihat pada tabel dan gambar di
bawabh ini:

Tabel 8: Pembagian Wilayah Pemekaran Kabupaten Lahat
Berdasarkan Hasil Penelitian

Wilayah Pemekaran |

Wilayah Pemekaran Il

Kecamatan Kecamatan
1. Kikim Tengah 1. Tebing Tinggi
2. Kikim Selatan 2. Kikim Barat
3. Kikim Timur 3. Talang Padang
4. Pulau Pinang 4. Pasemah Air Keruh
5. Merapi 5. Ulu Musi
6. Mulak Ulu 6. Pendopo
7. Kota Agung 7. Muara Pinang
8. Lahat 8. Lintang Kanan

9. Jarai
10. Pajar Bulan
11. Tanjung Sakti

Sumber: Hasil Analisis
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Evaluasi Kebijakan Pemekaran

Evaluasi  kebijakan ~ pemekaran
wilayah Kabupaten Lahat ditujukan untuk
mengetahui sisi kelemahan dan kelebihan
antara kebijakan pemekaran wilayah dan
hasil penelitian. Hasil evaluasi kebijakan
pemekaran wilayah Kabupaten Lahat adalah
sebagai berikut:

a. Berdasarkan cluster kecamatan dan
jumlah penduduk, pemekaran wilayah
Kabupaten Lahat kebijakan pemerintah
menunjukkan bahwa Wilayah 1 (Kabu-
paten Induk) berjumlah 12 (dua belas)
kecamatan dengan jumlah penduduk
sebanyak 336.432 jiwa dan Wilayah II
(Kabupaten Baru) berjumlah 7 (tujuh)
kecamatan dengan jumlah penduduk
sebanyak 205.462 jiwa. Sehingga ter-
jadi perbedaan yang cukup signifikan.

Sedangkan pemekaran wilayah Kabu-
paten Lahat hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa Wilayah I berjumlah 8 (de-
lapan) kecamatan dengan jumlah pen-
dduk sebanyak 249.865 jiwa dan
Wilayah II berjumlah 11 (sebelas) ke-
camatan dengan jumlah penduduk se-
banyak 292.029 jiwa. Sehingga per-
bedaan di kedua wilayah relatif kecil
(seimbang).

Berdasarkan luas wilayah, kebijakan
pemerintah menunjukkan bahwa
Wilayah I (Kabupaten Induk) mem-
punyai luas 4.362 Km® dan Wilayah II
(kabupaten baru) dengan luas 2.256
Km® Sehingga terjadi perbedaan luas
wilayah yang cukup siginifikan. Se-
dangkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa Wilayah 1 dengan luas 3,183
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Km? dan Wilayah II dengan luas 3,435
Km’. Sehingga perbedaan luas wilayah
antara wilayah I dan II relatif kecil
(seimbang).

Berdasarkan kriteria ekonomi, kebijak-
kan pemerintah menunjukkan bahwa
nilai kesenjangan (nilai Indeks William-
son) antar-kecamatan di wilayah I (Ka-
bupaten Induk) dan II (kabupaten baru)
relatif kecil. Sedangkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa perbedaan nilai
kesenjangan (nilai Indeks Williamson)
antar-kecamatan di wilayah I dan II re-
latif besar, meskipun di kedua wilayah
tersebut nilai kesenjangnnya relatif
kecil. Namun demikian, nilai kesen-
jangan di wilayah II hasil penelitian
(0,2807) lebih baik daripada wilayah II
kebijakan pemerintah (0,3129).

Rentang kendali dan waktu perjalanan
antar ibu kota kecamatan dalam wilayah
Kabupaten Lahat, berdasarkan kebija-
kan pemerintah pada Wilayah I (kabu-
paten induk) menunjukkan bahwa dari
12 kecamatan ada tiga kecamatan (Ke-
camatan Tanjung Sakti, Jarai, dan Pajar
Bulan) untuk menuju ke pusat peme-
rintahan (kabupaten induk) harus me-
lalui wilayah administrasi Kota Pagar
Alam dan terdapat kecamatan yang
waktu tempuh perjalanannya termasuk

klasifikasi jauh. Sedangkan Wilayah II
antar kecamatan masuk ke dalam cluster
semua sama-sama berdampingan dan
aksesibilitas transportasi darat dalam
satu wilayah administrasi yang sama.
Waktu tempuh perjalanan antar ke-
camatan dalam cluster II termasuk
dalam klasifikasi dekat dan sedang.
Berdasarkan hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa Wilayah I hubungan trans-
portasi darat semuanya melewati dalam
satu wilayah administrasi yang sama
dan terkait lamanya perjalanan antar ke-
camatan termasuk klasifikasi dekat dan
sedang. Wilayah II tidak ada kecamatan
yang melakukan hubungan transportasi
darat melewati wilayah administrasi ka-
bupaten/kota lain, semuanya dalam satu
wilayah yang sama. Terkait lamanya
perjalanan antar kecamatan ada kele-
mahan, yaitu antar Kecamatan Tanjung
Sakti dengan Kecamatan Kikim Barat,
karena termasuk klasifikasi jauh, se-
dangkan yang lain masuk klasifikasi
dekat dan sedang.

Hasil pembagian wilayah pemekaran
Kabupaten Lahat berdasarkan kebijakan
Pemerintah Kabupaten Lahat dan hasil
penelitian tentang kesesuaian kelebihan dan
kelemahan masing-masing, dapat dilihat
pada tabel 9.
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Tabel 9: Kesesuaian kelebihan dan kelemahan Pemekaran Wilayah Kabupaten Lahat

L Kebijakan Pemerintah Hasil Penelitian
No. Kriteria - -
Kelebihan Kelemahan Kelebihan Kelemahan
Pembagian wilayah | Pembagian wilayah
tidak mengkaji dan | dengan  mengkaji
Cakupan menganalisis spasial | dan  menganalisis
1 Kriteria Kabupaten  Lahat | spasial Kabupaten
Pemekaran secara menyeluruh, | Lahat secara me-
Wilayah hanya berdasarkan | nyeluruh
pada SK No. 1 thn
1991
Perbedaan jumlah | Jumlah  penduduk
2 Jumlah penduduk  antara | antara wilayah | dan
Penduduk wilayah | dan | I, relatif seimbang
Il signifikan
Luas Perbedaan luas | Luas antara wilayah
3 Wi antara wilayah | dan | | dan Il relatif seim-
ilayah -
Il signifikan bang
Seluruh kecamatan | 1. Wilayah | (Kabu- | Seluruh kecamatan | Kecamatan  Tan-
di Wilayah Il (Kabu- paten Induk) dari | di Wilayah | dan Il | jung Sakti. Dan
paten Baru) ber- 12 kec. terdapat | berdampingan dan | Kikim Barat di
dampingan dan ti- 3 kec. untuk | tidak melewati wila- | wilayah Il termasuk
dak melewati wila- menuju ke pusat | yah  administrasi | klasifikasi  jang-
yah  administrasi pemerintahan kabupaten/kota lain. | kauan (jarak) jauh
4 Rentang kabupaten/kota lain. harus melewati
Kendali kota lain (Pagar
Alam)
2. Terdapat keca-
matan  dengan
klasifikasi jang-
kauan  (jarak)
yang cukup jauh
Tingkat kesenjangan | Pertimbangan 1. Memperhitung- Perbedaan tingkat
antarkecamatan. Di | potensi ekonomi di kan potensi | kesenjangan
wilayah | dan Il | masing-masing ekonomi antar | wilayah | dan |l
relatif kecil. kecamatan  pada kecamatan  di | hasil penelitian
wilayah | dan I wilayah | dan I lebih besar diban-
tidak dijelaskan. 2. Tingkat kesen- | dingkan usulan
5 | Exonomi jangan antarke- | pemerintah
camatan di
wilayah Il hasil
penelitian  lebih
kecil dibanding
wilayah Il kebi-
jakan  pemerin-
tah
Fasilitas publik di Fasilitas publik di
6 | Sosial wilayah | dan |l wilayah | dan |l
relatif seimbang relatif seimbang

Sumber: Hasil Analisis
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya ter-
hadap kriteria-kriteria pemekaran wilayah
Kabupaten Lahat, dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1.

Hasil dari analisis fungsi wilayah, di

bagi dua, yaitu: analisis matriks fungsi

tidak memasukkan ibu kota Kabupaten

Lahat dan analisis matriks fungsi me-

masukkan seluruh kecamatan di Kabu-

paten Lahat.

(a) hasil analisis pertama menunjukkan
bahwa terdapat satu kecamatan
pada posisi Orde I, yaitu: Kecama-
tan Tebing Tinggi. Kecamatan pada
Orde 1I, yaitu: Kecamatan Tanjung
Sakti. Pada posisi Orde III terdiri
dari Kecamatan Kikim Timur dan
Merapi. Pada posisi Orde IV adalah
Kecamatan Kota Agung, Mulak
Ulu, Pulau Pinang, Jarai, Muara
Pinang, Pendopo, Ulu Musi, dan
Kikim Barat. Pada posisi Orde V
adalah Kecamatan Pajar Bulan,
Lintang Kanan, Pasemah Air
Keruh, Talang Padang, Kikim Se-
latan dan Kikim Tengah.

(b) sedangkan analisis kedua menun-
jukkan bahwa Kecamatan Lahat
pada posisi Orde I, kecamatan pada
kedudukan Orde II tidak ada.
Kecamatan Tebing Tinggi pada
Orde I bergeser menjadi Orde III,
Kecamatan Tanjung Sakti pada
Orde II bergeser menjadi pada
Orde 1V, Kecamatan Kikim Timur
dan Merapi pada Orde III bergeser
menjadi Orde IV, Kecamatan Kota
Agung, Mulak Ulu, Pulau Pinang,
Jarai, Muara Pinang, Ulu Musi, dan
Kikim Barat pada Orde IV (tetap),
kecuali Kecamatan Pendopo ber-
geser pada Orde V. Dan kecamatan
pada Orde V tetap.

Hasil dari pola spasial berdasarkan
kriteria fisik/lingkungan, dengan mem-
perhatikan dan  mempertimbangkan
variabel arahan fungsi pemanfaatan
lahan dan kemampuan lahan serta sum-
ber daya lahan menghasilkan dua
wilayah pemekaran, yaitu Wilayah I (9
kecamatan) dan Wilayah II (10 ke-
camatan).

Hasil dari pola spasial berdasarkan
kriteria ekonomi menghasilkan dua
wilayah pemekaran yaitu Wilayah I (8
kecamatan) dan Wilayah II (11 ke-
camatan).

Hasil dari pola spasial menghasilkan 3
(tiga) wilayah pemekaran, yaitu
Wilayah I (6 kecamatan), Wilayah II (6
kecamatan) dan Wilayah III (7 ke-
camatan).

Hasil akhir penggabungan (overlay)
dari ke tiga pola spasial (kriteria fisik,
ekonomi, dan sosial) pemekaran
wilayah Kabupaten Lahat menghasilkan
dua wilayah pemekaran yaitu Wilayah I
(8 kecamatan) dan Wilayah II (11 ke-
camatan).

Hasil studi komparasi antara kebijakan
pemerintah dan hasil penelitian adalah
bahwa berdasarkan analisis pola spasial
dengan memperhatikan kriteria
fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial
menunjukkan bahwa pembagian
wilayah hasil kebijakan pemerintah Ka-
bupaten Lahat mempunyai banyak
kelemahan dibandingkan hasil peneli-
tian.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian,

maka peneliti memberikan masukan sebagai
berikut:

1.

Bagi penerapan kebijakan di wilayah

lain.

a. Kebijakan pemekaran wilayah
perlu dilakukan kajian dan analisis
secara komprenhensif dari berbagai
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aspek, sehingga hasilnya berguna
dalam pengambilan keputusan serta
diharapkan dapat sesuai dengan
tujuan dari pemekaran wilayah.

b. Pembagian wilayah pemekaran
perlu dihindari dampak yang bisa
menimbulkan  disparitas  antar-
wilayah hasil pemekaran wilayah.

Rekomendasi bagi Pemerintah Kabu-

paten Lahat.

Untuk menghindari disparitas antar-

wilayah yang dimekarkan dengan

wilayah hasil pemekaran, maka perlu
dikaji dan dianalisis secara konprehensif
kecamatan yang masuk dalam wilayah
administrasi Kabupaten Lahat secara
menyeluruh. Karena pada hakekatnya
tujuan pemekaran wilayah merupakan
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